BUPATI DAIRI

M=nimbang

Menctapkan

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 04 TAHUN 2006

TENTANG

PEMEBENTUKAN RADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) DAIRI

BUPATI DAIRI,

bahwa peredaran dan penggunaan Narkotika dan zat lainnya pada sanl
sckarang ini sudah memasuki fase yang sangal membahsyakan dan
merupaksn ancaman bagi bangsa dan negara sehingga perlu diwaspadni,

bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud hurul a, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Dain tentang Pembentukan Badan Narkotike
Kabupaten (BNK) Dain.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentany Pembentukan Kabupaten
Dacrab Tingkat 11 Dairi {Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor Y
Tambahan Lembaran Negar Nomor 2689,

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropike (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negare Nomor
3671y,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran
Negara Tahur 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3698).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 twntang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Numor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dueruh
(Lembaran Negara Tuhun 2004 Nomor 125, Tembahan Lembaran Negara
Nomor 4437),

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 wentang Koordinasi Kegiian
Instansi Vertikal di Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373),

chullus:m Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 wouing
Badan Narkotika Nasional,

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI DAIRL TENTANG PEMBENTURAN BADAN
NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) DAIRL
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal |

IJalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan -

4

5
[

Duerah adalah Kebupaten Dairi;

Bupati adalah Bupati Dain,

Wakil Bupati adaiah Wakil Bupati Dairi.

Sckretaris Daerah adalah Sckretans Daeruh Kubupaten Dairi,

Ketun adalah Ketus Badan Narkotike Kabupaten Dain,

Wakil Ketua adalah Wakil Ketua Badan Narkotika Kabupaten Dair,

Badan Narkotika Kabupaten adalah Badin Narkotika Kabupaten Dain vang selanjutnya disingkan
BNK Dairi;

Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) adalah Kepala Pelaksana Hanan Badan Narkotiks Kebupaten
Dairr,

Kepolisian adulah Kepolisian Resor Dain

BAR 11
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk BNK Dain

BAB LI
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FLNGSI
Ragian Pertama
Kedudukan

l'asal 3

BNK  Duirt merupakan lembaga non strukiural yang berkedudukan dibawah dan beranggung jawab

kepada Bupati.

Hapan Kedua
Tugas

lasal +

BNK Dair mempunyai tugas membantu Bupati dalam

1 alans elok sanakon tugns sehagnimann dimaksud Pasal 1 BNK Lo menyelenggarabkan lings

BA i 1 o

o " f iah werkant doalam penvusunan kebyakan dan peloksanuannya
dlbldﬂ.l:lg kc!‘crs.r.d:mt, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaon dan peredaran pelnp
unkotika, psikotropika dan zat adiktil unmyn

Mglnksan?kan pencegahan dan pemberaniasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,
psikotropika, prekusor dan zat adikuf lainnya dengan membentuk satuan tugas yang terdin dan

unsur-unsur instansi Pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungst dan kewenangannya masing-
masing.

Ragan Ketigs
Fungs:
Pasal §
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a  Pengkoordinasian instansi Pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan dibidang
ketersedinan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkouika,
psikotropika, prekusor, dan zat adiktif lainnya;

b Pengkoordinasian instansi Pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan,
pencegshan dan pembsrantasan penyalahgunaan dan peredaran gelup narkotika psikotropika,
prekusor dan zat adiktif lainnya serta pemecahan permesalahan dalam pelaksanzan tugas,

¢ [Pengkoordinasian instonsi pemenintah terkant dalam kegiatan  pengadaan,  pzngendatian, dan
pengawasan dibidang narkotika, psikotropika, prekusor dan zat adikuf laanyi,

J  i'¢ngoperasian satuan lugns yang lerdin dan unsur aparaur pemerintoh Kabupaien Dar dan
Kepolisian Resor Dairi terkail dalam pencegahan dan pemberantassn penyalahgunaan dan
peredorun narkotike, psikotropika, prekusor dan zat adiktif lainnya scsuai dengan bideng tugas
Mmasing-masing;

¢ Pemutusan janingan percdaran pelap narkotika, psikutropika, prekusor don zat adikul lainnya
melalui satuan tugas,

{ Pelaksanaan kerja sama dilaksanakan dengan instansi pemierintah dan non pemenntah terkait dolam
rangka penanggulangan narkotika, psikotropika, prekusor dan zat adikuf lainnya.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal &
(1) Susunan Organisasi BNK Dain terdini dan
1 Penasenar;
I:. Unsur Ketua,
. Kelompok Koordinasi,

Sckretanat;

=

Pelakzana Hanan;

n

Hidang-Bidang.
Sub Bidang.
(23 Susunan Organisasi sebagamang dimaksud avat (1) tercantam pada kimpiran Peraturan Bupat o

{(3) Personil Organisasi BNK Dairi sebagaimana dimaksud ayat (i) Pengangkatannya ditetapkan
dalom Keputusan Bupati Dain.
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Pasal 7

Kelompok koordinasi berada dibawah pimpuian Ketus BNK Dair,

Pasal 8
Sekretariot dipimpin oleh Sekretaris dan otau Wakil Sckretans berada dibawah dan bertangguny
Jawab hepada Ketua atau Wakil Ketua BNK Dair,
Sckretaris dan atau Wakil Sckretans dalm melaksimakan tugasnva dibanti oleh Stal” Sekretarian
HNK Dairi,
Wakil Sekretaris berada sejajar dengan Sckretans dan Wakil Sekretaris menjalankan fungsi
Sekretaris apabila Sekretaris mendelegasikan tugas. jupn apabila Sekretans berhalangan sementara
sk ata ey

(1

=

3

Pasal 9
(1) Peluksana llarian dipimpin olch Kepala  Pelaksana Haran Badun Narkotika Kabupaten Dair.
{2) Kepala Pelaksana Harian berada dibawah dan bertangguny jawab kepada Ketua BNK Cairi:
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Pasal 10

(1) Pelaksana Hanan terdiri dari
o Bidang Pencegahan;
b. Bidang Penegakan Hukum;
¢ Indang Terapi dun Rehabilitasi;
d. ididang Telematika.

(2) Tia~tiap Bidang dipimpin oleh scorang Kepala Bidang yany beruda dibawah dan bertangpung
Jawab kepada Pelaksana Harian

Pasal 11

(1) Bidang Pencegahan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksang Horian BNK Duin dalam
bidar unya,

(2) Dnl_am mela'xm?lh_n fungsinya bidang pencegahan melaksanakan tugas menyelenggarakan
kegiatan l_toor,imw dan pemanduan kegiatan-kegiatan  penyuluhan melakukan dan
mengkoordinasikan pendidikan dan latihan serta melakukan pembinaan potensi masyarakat;

Pasal 12

Dalam menyclengparakan wgas schagaimang dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) Buiang Pencegahan
mempunyai fungsi ‘

4. Kourdinnsi dan Pemanduan  kegiatan-kegiatan penyuluhan/penerangan terhadap masyarakat,
b Melakukan pendidikan latihan pada internal maupun eksternal organisssi BNK Dairi:
¢ Pembnsan terhadap potensi-potensi masyarakat,

" Pelaksunaan kegitan im dilaksanakan bersama muasyarakal, instanst pemenntah dan lembes
swadava masyarakat )

Pasal |3
(1) Bidang Pencegahan terdin dari
4 Sublwd Penyuluhan,
b, Subbid Pendidikan dan Latihan disingkat Diklat;
¢ Subid Potensi Masyarakat

(21 Twtp=hap Subbid dipimpin oleh scorng Kepaly Subbid ving beradi dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepals Bidang Pencegahan,

Masal 14

(n Subb:d‘ Penyuluhan mempunyai lugas melakukan koordinasi dan program kegiatan penyuluhan
Narkotika kepadn masyarnkat dan elemen terkait

(21 Subbed Pendidikon mempunyai tugns melakukan kooedmas dan progrm pendidikan dan latihan
dakam rangka pembinaan Narkotika

(3) Sublnd Potensi Masyarkat mempunyan tupas melakuban koordinas dan menvasun program sert
melaksanakan program guna memanfaatkan potens: masyarakat.

PPasal 15
i

Thdang Pencgakan Hukum mempunvai Tungst membante Kepala Pelaksana Haran dalam
bidangnya,
(2) Dalam melaksanakan fungsinya Bidang Pencegahan melaksanakan tugas menyelenguarakun

kepatan ielijen, penindakan dan inventansas dan penpawasin




Pasal 16

[Jalam menvelengearakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat {3) Bidanyg Penegakan
Hukum mempunyai fungsi ©
a  Koordinasi dan pemanduan  kegiatan-kegiatan Intelijen seluruh kegiatan narkotike di Kabupaten

Dar;
I Melakukan koordinasi penindakan sexua dengan ketentuan persturin perandang-perundangan
Mulnkuknn Inventorisas dan penpawasan lerhadap seluruh peredarn narkouka dan perilaku
wasyarnkal.

Pasal 17

(1) Hidang Penegakan Hukum terdin darn

2 Subbid Intelijen;

b Subbid Penindakan:

¢ Subbid Inventarisasi dan Pengawasan.

(2) Tiap-tiap Subbid dipimpin oleh scorang Kepala Subbid yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Pencgakan Hukum

Pasal 18
(1] Subbid intelijen mempunyar tugas mclakukan “koordimasi dan pensnduan semua keentan
penyelidikan terhadap informasi dan gejala-gejala yang berkembany dilingkungan musvarakut,
schingya diperoleh suatu gambaran dan fakta yang jelas sebagai bahan untuk tindakan selanjutnya
(20 Subbid Pemindakan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pemanduan semua kegiatan
nenindokan oleh instansifbadan/ lembaga pemenntah terhadap semun bentuk pelanggaran hukum
sarkotika untuk sclanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan hukum vang berlaku
(4! Subbid Inventansasi dan Pengawasan mempunyar tugas melakukan koordinast dan pemanduan
kegintan invanunsasi dan pengawasan terhadap semua bentuk kegiatun yany berhubungun dengan
narkotika,

Pasal 19

Widang Terapi dan Rehabilitasi mempunysn fungst membantu kepali Pelabsama Harin INK Do
dalam bidangnya;

Nalam melakzanokan fungsinya Bidong Terapi don Kehabilitasi melaksanakan tugas koordinasi
| | dun ukan standor metode dalion melakokaon upava terpi don rehabilics
terhadap korban penyalahgunaan narkotika baik dan aspek sosiol muupun medis, disumping 1u
Jups melakukan kegiatan tempt dan rehabiliass teeadap korban penyvalahgumn narkotika sebagay
suatu model acuan bag lembaga/badan resmi yang menyelenggarakian hegitan terpe dan
rehabilitasi korban narkotika.

(1

2

I*asal 20

Dalam menyelenggarakan tupas sehagaimany dimaksud pada Pagal 19 avan (2) Bidang Terape dan

Rehabilitasi mempunyai fungsi ©

o. Koordinasi dan pemanduan kegiatan terapi dan rehabilitasi yang dilakukan terhadap korban
penyalahgunaan narkotika:

b, Menentukan standar dan model dan kegiatan terpi dan rehabilitasi yang dilokukan terhadap horhan
penyalahgunaan narkotika;

¢ Melaksanakan kegiatan terapi dan rchabilitasi terhadap korban penvalahgunaan narkotka vany
dapat diladikan acuan hagi pann badan vang memvelengearakan terapn dan rehabilitasi
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Posal 21

(1) Bidang Terapi dan Rehabilitasi terdiri duri
2 Subbid Sosial,
b Subbid Medik;
v Subbnd Diklar Tecpr dan Rehabilitas

(2) Tiap-tiap Subbid dipimpin oleh scorng Kepala Subbud yang berada dan e
; i, A ada ok ngeang gl
kepada Kepala Bidang ‘T'erapi dan Rehabilitasi. . R

Pasal 22

(1) Subind Smiall mempunyar tugas menyelenggamkan koordinasi dan pemandian dan kegnatan vang
berkuitan kehidupan sosial dimasyarakat ekses dari narkotika. ) )

{2) Subbid Medik i tugas | kon k
) edik mempunyai y gearakon koordinasi dan pemunduan serta penang

medik dari I_tcuml.nn lerapi dan rehabilitasi medis terhadap korban narkotiky schingga ?npur:&::li::
kembali dani ketergantungan terhadap nurkotika yang pernah digunakan

(3) Subbid Pendidikan dan thil_'la.n (Diklat) Terapi dan Rebhabiliisi mempunyai  tugas
menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan latihan bagi korban narkotika baik dari aspek sosial
maupun aspek medis dan sckaligus dapat dijadian acuan bag lembaga/balai/panti  vang
menvelenggarakan terzpi dan reliabilitasi korban narketika i

Pasal 25
(1) Bidany Telematika mempunyai fungsi membaniu Kepula Pelaksany |aran BNK Dary dalum

bidangnya

(21 Dalam mcfnl_:snnuknn fungsinya Bidanp Telematika melaksanakan Tugas melakukan Koordinas
dakium penclinan, pcngcmbnngnn, Jaringan dan informas: serta pengeloluan inlormas; dengan
Jcmkbugffbadan pemenitah, lembaga media massa dan masyurakal vany berkaitan dengan
markolika, o

Pasal 24

Dalam menyelenggarakan tugns sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 avar (21 Budang Telemarika
tempuiyin lungsi y S

i Koordinasi dan pemanduan dalam penclitian dan pengembangan ierhadap informasi vang buerkaitan
dengan narkotika, i

v Melakukan pendalaman terhadap ganngan dan mlooas narkonka di Kabupaten Dar,

¢ Meclaksanakan koordinasi dalam penpelobiuin informs dengan instansi pemenntal dan oreanisas:
o penennth serta masyarakan dalam st mempublihasihan pembanizan ke e mass.
vanyg berhubungan dengan narkotika

Pasal 23
(!

Bidang Telematika terdin dan

i Subbid Penclition dan Pengembangan,
b Subbid Jaringan dan Informasi;

¢ Subbid Pengelolaan Informasi.

Prapv vy Subbd dipnanpin wleh setep hepake Sulsbd vange Iwnd;
ki ) ang bevadas dlan berizigpune g v
Kepala Bdane Telemanka ‘ ey
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Pasal 26

(1) Subind  Penclition  dan Pengembangan  mempunyir  tuges  melaksonakan  penclitan din
pengembangan terhadap keadaan yang berhobungan dengan narkotika

(2) Sublnd Janngan dan Infbrmasi mempunyan wygas melaksanakan dan melahukan koordimusy dan
komunikas) serta mempersiaphan progesn Kena yang berhubungin dengan sarana dan prasarai
grmgin informasi narkotiku

(3) Subbnd Fengelolaan Informasi mempunyar tugas melikukan pengkapan dan dokumentasi terhadap
suatu benta yang sesuar dengan stika dan peraturan perundang-undanean vang berkanan dengan
markotika

BAIY
PENDANAAN
Pasal 27

Pendanaan bag penyelenggaraan BNK D dibebankan kepado Anggaran Pendapatan dan Belanga
Duerah Kabupaten Da.a

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasui 28

Dengan diberlukukanaya Peraturon Bupati i moka Keputusan Bupati Do Nomor 374 Tahun 2005
tentang Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Dair | dicabut dan dinyatakan ndak berlaku lagi

BADB VIl
KETENTUAN PENUTUPR
Pasal 29
tergturan Bupati im mulai berlaku pada ngeal diundanghan

Agit sctiap orang mengetahuinya, memenntahkan  pengundangan Peraturan Bupate an denga
penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Dain

Ditetapkan di Sidikalang
packs tongeal 11 Agustus 2006

BUPATI DAIRL,

P fofﬁ/)l,\sr\,u-;ft /

M. TUMANGGOR

Diundanghan di Sidikalang
pada tanggal 11 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI

L

BUNGARAN SINAGA
NIP 010073954
o\

HERITA DAERAH KABUPATEN DAIRTTAIILUN 2006 NOMOR
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